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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana membanding Proses penyelesaian perkara 
perceraian syiqaq dan Pasal 19 Huruf F PP No. 9 Tahun 1975 bahwa salah satu penyebab 
perceraian yang disebabkam karena pertengkaran secara terus menerus antara pasangan suami 
dan istri sehingga perkawinan mereka berujung kembali. Penelitian menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar'i dan 
pendekatan yuridis dengan sumber data dari Pengadilan Agama Pangkep. Metode wawancara 
data yang dilakukan, observasi, dokumentasi, dan referensi referensi. Kemudian Tehnik 
pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan cara: resuksi data, penyajian data. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam proses penyelesaian kasus perkara di pengadilan 
agama pangkep kebanyakan mengunakan alasan dasar perkeraian yakni pasal 19 huruf f PP No. 
9 Tahun 1975, namun juga terdapat perkara syiqaq yang diajukan oleh penggugat. Namun 
dalam perkara perceraian dengan Syiqaq memiliki perbedaan dengan Pasal 19 Huruf F PP. No 
9 Tahun 1975, serta dalam proses pemeriksaan persidangan penyelesaian perkara syiqaq dan 
Pasal 19 Huruf F PP No. 9 terdapat beberapa hal yang membedakan yang menjadi pokok dalam 
proses penyelesaian perkaranya. 
Kata Kunci: Perceraian Syiqaq, Perbandingan Perkara Syiqaq dan PP No.9 tahun 1975, 
Pertengkaran Terus Menerus.  
Abstract 
The main problem of this research is how to compare the process of solving cases of syiqaq 
divorce and Article 19 Letter F of Government Regulation Number. 9 of 1975 that one of the 
causes of divorce is due to continuous quarrels between husband and wife so that their 
marriage ends again. The research used qualitative methods with the approach used in this 
research was the Syar'i approach and the juridical approach with data sources from the 
Pangkep Religious Court. Methods of interviewing data, observation, documentation, and 
reference references. Then the data processing technique is carried out in several steps: data 
reconstruction, data presentation. This research gives the result that in the process of resolving 
cases in Pangkep religious courts, most of them use the basic reasons for divorce, namely 
article 19 Section F of Government Regulation No. 9 of 1975, but there were also syiqaq cases 
filed by the plaintiff. However, the divorce case with Syiqaq has a difference with Article 19 
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Section F of Government Regulation Number. 9 of 1975, as well as in the process of court 
examination of the settlement of syiqaq cases and Article 19 Section F of Government 
Regulation Number. 9 there are several distinguishing things that are the main points in the 
process of resolving the case. 
 
Keywords: Syiqaq Divorce, Comparison of Syiqaq Cases and Government Regulation Number 
9 of 1975, Continuous Quarrelin. 
 
A. Pendahuluan 
Pernikahaan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua 
makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu 
cara yang dipilih Allah swt. Sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak dan 
melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa  ُاَْلَجاْمع dan و  ,yang arttinya kumpulan اْلدام 
makna nikah zawaj biasa diartikan dengan اْقد ْوالتَزويج yang artinya nikah. Juga biasa 
diartikan  menyetubui istri sedangkan definisi yang hampir sama dengan diatas juga 
dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab yang 
merupakan Masdar yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 
perkawinan. Kata nikah ini biasa digunakan karena sudah menjadi Bahasa Indonesia. 
Penjelasan diatas menjelaskan tentang tanggung jawab seorang suami terhadap 
istri didalam niat yang tulus membina rumah tangga sakinah-mawaddah dan warahmah 
untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami 
jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tidak dapat dihindari, dari 
hari kehari suasana dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana 
yang menjerumus kepada perceraian. 
Untuk mengatasi kasus perceraian antara suami dan istri yang beragama Islam, 
Allah maha bijaksana memberi jalan keluar dari perselisihan dalam rumah tangga 
melalui Lembaga cerai. Dan dipahami bahwa seorang suami mempunyai hak Prerogatif 
untuk menjatuhkan  talak kepada istrinya, di mana saja, dan kapan saja si suami 
menghendaki. Dari tinjauan masing-masing pihak diberi hak oleh Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai talak bagi suami dan 
begitu pula bagi isteri diberi hak yang sama untuk mengajukan cerai gugat kepada 
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Pengadilan Agama. Tentunya mereka harus mempunyai alasan yang kuat mengapa 
perceraian tersebut bisa terjadi. 
Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat 
dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur menurut UU No.1 Pasal 19 huruf (f) 
peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan yakni sebgai berikut, bahwa perceraian dapat terjadi 
karena sebuah alasan:  
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin 
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 
berat setelah perkawinan berlangsung 
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 
lain. 
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. 
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.1 
Dari salah satu penyebab perceraian dalam kitab fikih adalah Syiqaq yaitu 
perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri sehingga perkewinan 
mereka hampir berujung retak2. Syiqaq juga berarti perselisihan suami isteri yang dapat 
diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang 
hakam dari pihak isteri.3sebagiamana telah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 35 sebagai 
berikut: 
َوإِۡنُِخۡفت ۡمُِشقَاَقُبَۡينِهُِ
َمآُ  بَۡينَه   ُ ٗحاُي َوف ِِقُٱَّلله
ۡنُأَۡهِلَهآُإِنُي ِريدَآُإِۡصلََٰ ۡنُأَۡهِلهِۦَُوَحَكٗماُم ِ ََُكاَنَُعِليًماَُخبِيٗراَُُُماُفَٱۡبعَث واَُْحَكٗماُم ِ ُٱَّلله ُإِنه
Terjemahan: 
 
1UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
2Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta,2010), h. 173 
3 M.A Tihami, Sohari Sohrani, Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet.V; Depok: Rajawali 
Pers, 2018), h. 188 
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Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, allah maha 
mengetahui, maha teliti4. 
Sebagaimana halnya ahli fikih, Pengadilan Agama di Indonesia juga terdapat 
dua pendapat dalam masa Syiqaq. Mula-mula pendapat yang pertama banyak dianut 
bahkan Mahkamah Islam Tinggi mengikuti kedua pendapat ini dalam putusannya 12 
januari 1939 No 3 dan tanggal 10 Maret 1951 No 6. Akan tetapi, sampai sejauh ini 
belum diketahui sikap Mahkamah Tinggi Islam apabila hakam-hakam yang dirujuk 
ternyata tidak sanggup mengambil keputusan. Selanjutnya, Pengadilan Agama Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dalam surat keputusannya tanggal 10 Juni 1961 No 489, 
memberikan keputusan perceraian terhadap perkara syiqaq apabila dua orang hakam 
yang diangkat tidak mampu memberikan suatu keputusan. Dengan keputusan ini 
kemungkinan berlarut larut masalah dan kesulitan yang dihadapi suami isteri yang 
sedang bersengketa dapat dihindari dan tidak memperburuk keadaan.5 
Pemaparan yang telah dijelakan diatas adalah tindakan perceraian, pada 
penjelasan tersebut bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk 
keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan dilandasi oleh akad yang 
sangat kuat diantara suami istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat 
meraskan ketemraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta 
dan kasih sayang yang tulus, namun dalam suatu ikatan rumah tangga selalu terjadi 
pertikaian yang mengakibatkan pasangan suami istri mengambil tindakan perceraian. 
Dalam kenyataan masyarakat Islam, pada umumnya hanya mengenal perceraian 
karena talak yang dijatuhkan oleh suami dan tampaknya hal ini terjadi dengan mudah, 
bahkan adakalanya terjadi perceraian itu secara terburu-buru dan karena perbuatan yang 
sewenang-wenang dari pihak laki-laki sebaliknya dalam hal seorang isteri yang terpaksa 
untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah semudah yang dapat dilakukan oleh suami 
terhadap isterinya, sehingga sering pula  terjadi seorang wanita yang masih berstatus 
 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 
5 M.A Tihami, Sohari Sohrani, Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 189 
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sebagai seorang isteri tetapi kenyataannya tidak merasaakan lagi sebagimana layaknya 
seorang isteri. 
Dengan alasan inilah maka saya tertarik untuk membahas masalah syiqaq dan 
Pasal 19 Huruf (F) PP. Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian, karena syiqaq 
dan Pasal 19 huruf (F) yang pada pembahasannya sulit untuk dibedakan, hal ini akan 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara syiqaq dengan pasal 19 huruf ( F ) yang 
pada dasarnya adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi peneliti mengangkat judul 
“ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SYIQAQ 
DENGAN PASAL 19 F HURUF F PP. NOMOR 9 TAHUN 1975” 
B. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dan melakukan pengumpulan data 
dengan cara wawancara yaitu dimana peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti 
dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Kemudian, Metode 
observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung obyek yang 
diteliti. melalui buku-buku dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi 
tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan 
teori ilmiah. Bagaimana perceraian di indonesia dalam perspektif hukum islam, karena 
itu dilihat dari sini literatur yang digunakan menunjukkan bahwa secara khusus sumber 
yang berbeda yakni literatur yang bersumber dari hukum Islam dan literatur yang 
membahas tentang perceraian melalui kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Perbedaan Perkara Syiqaq Dengan Pasal 19 Huruf F PP No. 9 Tahun 1975 
Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab 
hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti 
kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 
berkehormatan melebihi makhlukmakhluk lainnya.6 
 
6 Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Al-Qadau Volume 2 nomor 2 2015. Hlm 197. 
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Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia.Perkawinan harus 
dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai.7 Persoalan keluarga 
umumnya dan perkawinan khususnya (yang terkait dengan persoalan hukum perdata) 
kebanyakan mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar terutama jika dikaitkan 
dengan persoalan akulturasi antara hukum Islam dan budaya setempat yang kemudian 
dibentuk dalam sebuah hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara tersebut (dikenal 
dengan hukum positif), termasuk persoalan yang paling krusial dalam sebuah perkawinan 
yaitu pereraian.8 
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanitata sebagai suami istri, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Negeri 
bagi Non muslim dan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan 
perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan 
Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam salam suatu ikatan perkawinan.9 Perceraian 
adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak 
dalam perkawinan itu, maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan 
permufakatan saja antara suami dan istri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada 
hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta 
izin kepada ketua pengadilan. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk 
mendamaikan kedua belah pihak10 
UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, 
dikenal 2 macam perceraian, yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai 
yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka putus. 
Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai 
yang didasarkan atas adanya gugatan yang dijatuhkan, agar perkawinan dengan suami 
 
7 A. Qadir Gassing, Ahmad Assidik, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial 
Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah, Al-Qadauna Volume 1 nomor 1 Desember 2019, hlm 5. 
8 Nur Taufiq Sanusi, Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim 
(Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia), Al-Qadau Volume 4 Nomor 
2 Desember 2017, hlm 325. 
9 Yani Tri Zakiyah, Latar Belakang Dan Dampak Perceraian, Skripsi.diakses pada tanggal 27 januari 
2021. h.1 
10 Djumairi Achmad, Hukum Perdata II, (Cet.I. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo,1990). 
h.65 
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putus. Seoraang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dulu 
mengajukan gugagatan kepada pengadilan agama. 
Apabila pergaulan kedua belah pihak tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, 
maka akan mengakibatkan perselisihan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara 
suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala 
kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan 
ketentraman antara kedua belah pihak dan masing masing penvari pasangan yang cocok 
yang dapat mencapai apa yang dicit-citakan.11 
Perselisihan yang tidak terus menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam 
rumah tangga. Akan tetapi perselisihan yang terjadi terus menerus akan sangat 
membahayakan dan kelangsungan hidup dalam rumah tanggaitu sendiri. Dalam Peradilan 
Agama terdapat dua jenis bentuk perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran secara 
terus menerus yaitu perkara Syiqaq dan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975. 
Syiqaq merupakan suatu permasalahan yang terjadi didalam keluarga atau suatu 
pertengkaran yang terjadi secara terus menerus didalam keluarga. Suyuti Thalib 
mengartikan syiqaq dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Syiqaq berasal 
dari Bahasa Arab “syiqaqa” yang berarti sisi, perselisihan, al-khilaf, perpecahan, 
permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Dalam Bahasa Melayu diterjemahkan 
dengan perkelahian. Menurut istilah fiqh ialah perselisihan suami isteri yang diselesaikan 
oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari 
pihak istri.12 Maksudnya apabila terjadi perselisihan yang sudah terlalu jauh di antara 
suami istri, maka hendaknya didatangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai hakam dari 
keluarga suami dan keluarga istri. 
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 
Agama ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan 
atas alasan syiqaq, bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak 
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat persengketaan 
suami isteri, hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing 
pihak atau orang lain untuk menjadi hakam. Dimana hakam yang dimaksud ialah orang 
 
11 H. Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Cet.I; Jakarta: Attahiriyah.2004). h.380 
12 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 
h. 188 
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yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau 
pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.13 
Dalam kitab Mughnil Muhtaj di sebutkan, kemudian jika telah memuncak syiqaq 
yakni perselisihan, maka hakim wajib mengangkat seorang hakam dan di sunnahkan 
hakam itu dari lingkungan keluarga suami dan seorang hakam lagi dari keluarga istri. Dan 
dalam kitab Qalyubi disebutkan, kemudian jika telah memuncaksyiqaq itu yakni 
perselisihan antara keduanya, seperti timbulnya saling mencaci dan saling memukul maka 
hakim harus mengangkat dua orang hakam untuk meneliti situasi mereka. 
Berdasarkan penugasan Khalifah Ali Bin Abi Thalib terhadap hakamain yang 
Riwayat lengkapnya berkata kepada dua orang hakam “tahukah engkau apa yang menjadi 
kewajibanmu? Sesungguhnya kalian berkewajiban memandang suami istri yang 
bersengketa ini seharusnya kamu rukunkan, maka kamu berhak merukunkan mereka dan 
jika kamu berpendapat bahwa suami istri tersebut harus di ceraikan, maka kamu dapat 
menceraikan mereka. Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan 
istri yang dikhawatirkan berakibat putusnya perkawinan, maka kedua suami istri ini 
diwajibkan mengangkat hakam sebagai juru pendamai untuk menyelesaikan perselisihan 
yang telah berlarut-larut tanpa penyelesaian. Satu hakam dari pihak laki laki dan satu 
hakam dari pihak perempuan.14 
Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Hakam adalah orang 
yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak 
lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq”. Para pakar memberi sinonim 
arbitor, sebagai kata yang sepadan dengan hakam, sebagaimana ulama syiah Murtadla 
Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengar arbiter, di Malaysia disebut 
dengan penimbangtara dengan demikian hakam sebagai “mahkamah” keluarga.15 
Sebagaimana Syiqaq di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama, yaitu: 
a. Gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan 
b. Tidak diperbolehkan mengubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus 
 
13 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indinesia, (Cet. I; Jakarta: 
Kencana, 2010), h.319 
14 Eko Antono, Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian, Skripsi diakses pada tanggal 27 
Januari 2021. h.10 
15Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indinesia, h.320. 
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menjadi perkara syiqaq  
c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus memedomani pasal 
76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 
50 Tahun 2009 
d. Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi saksi dari keluarga atau orang orang dekat 
dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami dan istri 
sebagai hakam 
e. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya di serahkan ke pengadilan agama sebagai 
dasar putusan 
f. Amar putusan dengan alasan syiqaq berbunyi: “Menjatuhkan talak satu ba’in shughra 
tergugat ( nama…..) terhadap penggugat (nama….).16 
Gugatan cerai dengan alasan syiqaq berdasarkan Pasal 76 poin (a) dikatakan 
gugaran cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, pada 
dasarnya yang membuat gugatan perceraian adalah pihak yang berperkara dan untuk 
mendapatkan gambarann pihak tersebut akan diarahkan ke Posbakum kemudian 
pasbakum menggali apa yang menjadi permasalahan dari pihak tersebut, lalu posbakum 
yang membantu merumuskan pormulasi gugatannya akan di arahkan berdasarkan pokok 
permasalahan yang terjadi pada rumah tangga dengan rujukan buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17 
Syiqaq juga dapat terjadi akibat dari tindakan otoriter orang tua, dikalangan 
masyarakat yang menjodoh-jodohkan anak-anaknya sejak kecil sesuai strata atau derajat 
sosialnya dalam masyarakat. Boleh jadi seorang yang berasal dari golongan yang derajat 
sosialnya agak rendah dalam masyarakat akan dianggap sebagai bukan pasangan dari 
golongan yang derajat sosialnya berada di atasnya.18 Maka berbagai masalah akan muncul 
setelah pernikahan dilangsungkan sebagai akibat ketidak cocokan dari kedua pasangan 
suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah mengarungi rumah tangga 
beberapa tahun, sifat keaslian masing-masing pasangan suami istri mulai muncul dan 
 
16 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. (Buku II: 
Edisi Revisi,2010) h.163 
17 Ilyas S.H.I. M.H, Wawancara, (Hakim, 28 Desember 2020) 
18M.Tahir Maloko, Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan, (cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 88. 
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sebagai akibat ketidak senangan dari awal pernikahan menjadi jalan untuk senantiasa 
membesarkan hal-hal yang semestinya tidak perlu di besar-besarkan. Dan lebih itu, 
pertengkaran dan percekcokan sampai pada tingkat upaya perceraian atau paling tidak 
rasa tanggung jawab terhadap keluarga semakin berkurang.19Berdasarkan pengertia dari 
Syiqaq yaitu pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami 
dan istri. Pengertian dari syiqaq inilah yang sangat sulit dibedakan dengan Pasal 19 huruf 
(f) PP No.9 tahun 1975. 
Pasal 19 huruf (f) adalah salah satu penyebab dari alasan perceraian yang 
terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penyebab perceraian yang 
terjadi  selama ini  terjadi  hanya karena persoalan sepele, dengan menganalisa  yang 
menjadi penyebab perceraian antara satu orang dengan yang lainnya tidaklah sama, 
kalaupun ada yang sama itu terjadi dengan sebab yang berbeda dengan alasan boleh sama  
tetapi dari penyebab yang berbeda.20 Pasal 19 huruf (f) tersebut yang menghendaki adalah 
“terus menerus” maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada 
hakim untuk menilainya, apakah perselisihan atau pertengkaran suami istri dikategotikan 
terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan atau tidak, atau apakah setelah terjadi 
perselisihan dan pertengkaran masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. 
Semua penilaian diserahkan kepada hakim karena hakimlah yamg mempunyai otoritas 
untuk itu. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata laksana Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun1974, dalam Pasal 19 huruf (f) menyebutkan perselisihan 
atau pertengkaran yang terus-menerus sebagai salah satu alasan perceraian, akan tetapi 
dengan hal ini tidak dengan begitu saja dapat digunakan suami sebagai alasan untuk 
mengajukan permohonan menceraikan istri. Berdasarkan pengamatan atas meningkatnya 
jumlah gugatan-gugatan perceraian dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan 
istri berdasarkan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diajukan kepada pengadilan. Mahkama agung 
 
19M.Tahir Maloko, Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan, h. 89. 
20 http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-
menginterpretasikan-alasan-perceraian.htm., Diakses pada tanggal 15 februari 2021. 
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mengeluarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 1981 
Tertanggal 6 juli 1981 Perihal Perkara Perceraian, yang diajukan kepada: 
1. Para ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi 
2. Mahkama Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Provinsi 
3. Pengadilan Negeri 
4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diseluruh Indonesia, yang intinya meminta 
agar dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk 
menceraikan istri berdasarkan pasal 19 f PP.No.9 tahun 1975 agae memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
Dalam memeriksa perkara-perkara di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung 
kerap  menjumpai, bahwa: 
a. Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu summer, tanpa Nampak adanya 
usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran 
dan motif yang menjadi latar belakangnya 
b. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini 
sangat menentukan bagi hakim untuk memberi keputusannya, mengingat 
penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 
(f) PP.No.9 Tahun 1975 
c. Tidak didengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami istri 
tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP.No.9 Tahun 1975 
d. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1,2 dan 3 diperbaiki 
oleh Pengadilan Tinggi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.21 
Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama kota 
pangkep dikatakan bahwa, kasus perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f ) adalah 
alasan perceraian yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Pangkep atau alasan 
yang paling banyak di jadikan dasar seseorang mengajukan gugatan perceraian. Namun 
diluar dari Pasal 19 Huruf ( f  ) adalah alasan perceraian dengan alasan syiqaq, tetapi 
alasan dari perkara syiqaq harus dibedakan dengan pasal 19 Huruf (f) adanya 
perselisidan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun 
dalam rumah tangga. Pada perkara syiqaq ada perselisihan dan pertengkaran yang 
 
21 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Tentang Perkara 
Perceraian, (SE. No.3 Tahun 1981). 
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berpotensi menimbulkan kemudaratan jika tidak segera di selesaikan, sedangkan pasal 
19 Huruf (f) tidak seperti itu. Dari segi pemeriksaan antara keduanyapun berbeda namun 
banyak pula orang yang menyamakan dikarenakan ada kesamaan pada proses 
pemeriksaannya yaitu harus didengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga 
atau orang terdekat, disitulah banyak orang berkesimpulan bahwa tidak ada beda karna 
dari segi substansi dan proses pemeriksaan hampir sama. Tetapi pada gugatan perkara 
syiqaq setelah dilakukan proses pembuktian dan pemeriksaan saksi akan di angkat 
seorang hakamain berdasarkan yang telah di atur pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989, sedangkan pasal 19 (f) tidak wajib atau tidak harus di angkat seorang 
hakamain melainkan hanya di angkat seorang mediator apakah itu mediator Hakim atau 
Mediator dari luar Pengadilan. 
Hakamain ini berfungsi menjadi mediator dan syaratnya harus berasal dari 
pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk mengupayakan damai lalu 
hasil dari perundingan diserahkan kepada hakim untuk menjadi acuan untuk memutus 
perkara syiqaq. Dengan alasan syiqaq harus di ajukan sejak dari awal, kaerena tidak 
boleh kemudian gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus menerus 
ditengah perjalanan di ubah menjadi perkara syiqaq, hal inilah yang menjadi poin 
pembeda bahwa antara perkara syiqaq dan Pasal 19 Huruf (f).22  
2. Proses Pemeriksaan Perkara Syiqaq dan Pasal 19 Huruf F 
Proses pemeriksaan perkara perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam menangani perkara cerai  seperti ini yang 
pertama dilakukan adalah mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab cekcok 
atau pertikaian. Setelah itu mencari penyebab yang menyebabkan terjadinya 
percekcokan. Kemudian apakah cekcoknya tersebut sudah sedemikian parah sehingga 
tidak dapat rukun Kembali. Unsur yang perlu dibuktikan yakni peristiwa pertengkaran 
yang bersifat terus-menerus, penyebab pertengkaran dan akibat pertengkaran. Sidang 
pertama majelis hakim harus melakukan upaya pendamaian atau mediasi terhadap 
penggugat dan tergugat, apabila salah satu hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, 
dalam hal demikian majelis hakim memerintahkan kuasa hukum untuk menghadirkan 
 
22 Ilyas S.H.I. M.H, Wawancara, (Hakim, 28 Desember 2020) 
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pihak untuk dilakukan upaya mediasi. .23 Proses Mediasi merupakan bagian yang tidak 
terpisah dari pengadilan. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan prosedur 
mediasi dalam mengangani perkara gugatan. Mediasi di rancang seefektif mungkin 
agar dapat meningkatkan eksistensi perdamaian di pengadilan. 24 
   Hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil pembuktian tidak perlu mencari 
hal yang masih dimungkinkan terjadinya rukun atau tidak. Nabi memutus perkara 
berdasarkan pembuktian, meskipun putusan Nabi tersebut akibat dari kepribadiansalah 
satu pihak dalam berargumentasi atau mengajukan alat bukti.25 
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk 
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal 
dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Setelah proses 
pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi antara kedua belah pihak, majelis hakim 
mengangkat seoranga hakam dari masing-masik keluarga para pihak. mengenai hasil 
musyawarah dari kedua hakam untuk mendamaikan kedua belah pihak, hasil dari 
musyawarah tersebut haruslah di serahkan kepada Pengadilan Agama seperti yang 
telah di sebutkan di dalam Buku II sebagai pedoman hakim, yakni “ Hakam melakukan 
musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan”.26 
D. Penutup 
Dalam kaidah hukum islam, “Pada asasnya, segala bentuk muamalah itu boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala 
tindakan muamalah itu dibolehkan sepanjang tidak ada larangan tegas yang melarang 
suatu perbuatan muamalah tersebut. Jual beli saham sendiri di Indonesia diperbolehkan 
melalui Fatwa MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal. Sehingga diketahui 
bahwa jual beli saham di Indonesia itu di perbolehkan namun tetap menghindari unsur-
unsur riba yang telah di atur dan di klasifikasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. 
Proses jual beli saham mempunyai klasifikasi terhadap jenis-jenis saham yang 
 
23 Perma Nomor 1 Tahun 2016, Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 18 Ayat 3  
24 A. Qadir Gassinng, Citra Widyasari, Efektivitas Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1-B, Al-Qadauna Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020, 
hlm 369. 
25 Ilyas S.H.I. M.H, Wawancara, (Hakim, 28 Desember 2020) 
26 Ilyas S.H.I. M.H, Wawancara, (Hakim, 28 Desember 2020) 
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termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia, Suatu efek dipandang telah 
memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian 
syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN MUI No. 40 Tentang Pasar 
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal). 
Terdapat perbedaan yang perlu di pahami dalam dunia saham, yaitu Trader dan 
Investor. Trader ialah seseorang yang menggunakan saham sebagai sarana jual beli 
produk efek untuk mendapatkan keuntungan (jangka pendek). Sedangkan investor 
adalah seseorang yang menggunakan saham untuk berinvestasi guna mendapatkan 
keuntungan dimasa depan (Jangka Panjang), 
Untuk itu seseorang yang ingin terjun kedalam bisnis saham, hendaknya terlebih 
dahulu untuk menyiapkan bekal ilmu dan pemahaman agar dapat membedakan hal-hal 
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